BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib
administrasi pelaksanaan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, maka
telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;

b. bahwa dengan adanya evaluasi kelembagaan oleh
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah dan diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah .
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
dilakukan perubahan dan penyesuaian;



Mengingat

5.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Purworejo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan
Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017
Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 76
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo
(Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 76), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

Dinhub mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten, yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan,
perbengkelan, angkutan, terminal dan parkir.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Dinhub menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi
lalu lintas, pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan,
terminal dan parkir;

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja
bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas, pengujian
kendaraan, perbengkelan, angkutan, terminal dan parkir;

c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perhubungan yang
meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan, perbengkelan
angkutan, terminal dan parkir;

d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang
perhubungan yang meliputi lalu lintas, pengujian kendaraan,
perbengkelan, angkutan, terminal dan parkir;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan
pihak lain di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas,
pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan, terminal dan
parkir;

f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
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g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas-tugas bidang perhubungan yang meliputi
lalu lintas, pengujian kendaraan, perbengkelan, angkutan,
terminal dan parkir;

h. penyelenggaraan kesekretariatan Dinhub;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsi.

-

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Bidang Angkutan dan Terminal, membawahkan:
a. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
b. Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan
dan Terminal.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Seksi Pengelolaan Terminal dan Parkir mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan

teknis, serta melaksanakan pembinaan di bidang pengelolaan
terminal dan parkir, yang meliputi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di
bidang pengelolaan terminal parkir;

b. mengatur kedatangan, pemberangkatan, dan berpangkalnya
kendaraan bermotor angkutan umum serta memuat dan
menurunkan penumpang dan barang;

c. mengatur dan mengawasi sistern perizinan maupun arus
angkutan penumpang dan barang di terminal;

d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional, administrasi,
keamanan dan ketertiban terminal dan parkir;

e. melaksanakan pemungutan retribusi terminal dan parkir dan
menyelenggarakan administrasi pengelolaan terminal sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menyusun rencana penetapan lokasi dan/ atau membangun
terminal penumpang Tipe C dan parkir;
menyusun rencana penetapan lokasi dan/ atau membangun
terminal angkutan barang dan parkir;

h. melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis di
bidang pengelolaan terminal dan parkir dengan unit-unit kerja
terkait;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang

manajemen pengelolaan terminal dan parkir;

melaksanakan pembinaan kepada pegawai dan petugas parkir;

menunjang kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

P
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1. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Bidang Angkutan dan Terminal di bidang pengelolaan terminal
dan parkir; !

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang manajemen pengelolaan terminal dan parkir;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Angkutan dan Terminal sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 16 Maret 2018

BUPATI PURWOREJO
Cap ttd
AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 16 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 23 SERI D NOMOR 7



